
 
 

 
 

 

BUPATI LAMPUNG TIMUR 

PROVINSI LAMPUNG 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

NOMOR  03  TAHUN 2025 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

 

Menimbang  :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 177 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan 
rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah disertai dengan penjelasan dan 

dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
untuk memperoleh persetujuan bersama;    

  b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 

diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke 
dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan 

prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati 

antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah pada Tanggal 7 Bulan Juli Tahun 2025; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025; 
 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah 
Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II 

Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3825); 

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 



 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301);  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6177); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 



 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6523); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor113, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 



 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6906); 

26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67); 

27. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2025 Nomor 105); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 
Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 350); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar 
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 868); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1777);  

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar 
Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1541); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar 
Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1619); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 
tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 158); 



 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);  

41. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis 

Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 677); 

42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 1006); 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);  

44. Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang 
Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 204); 

45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang 

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 229); 

46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang 
Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630); 

47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 
Tahun 2024;  

48. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 

Timur Tahun 2021 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 54); 



 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 01, Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 01); 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 

2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 01, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01); 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun 
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2024 Nomor 09); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 
2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

Dan 

BUPATI LAMPUNG TIMUR 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 

Pasal 1 

 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Lampung Timur. 

2. Pemerintah daerah adalah Bupati/Wakil Bupati sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom Kabupaten Lampung Timur. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

4.  Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 

5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas 
Daerah. 

6. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 
anggaran berkenaan. 

7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam 
periode tahun anggaran berkenaan. 

8. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk 
Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi 
manfaat jangka pendek. 



 

9. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk 

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat 
lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. 

10. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas 

Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan 
mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. 

11. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari 

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya 
dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. 

12. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada 
tahun-tahun anggaran berikutnya. 

13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang 

mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau 

menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga 
Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar 
kembali. 

14. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar 

kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah 

yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau 
akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan atau akibat lainnya yang sah. 

15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai 

kebutuhan pembangunan prasarana  dan sarana Daerah yang 
tidak dapat dibebankan  dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

16. Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur Kinerja 
dalam menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan Dasar 

yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak 
diperoleh setiap warga negara secara minimal. 

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

18. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang 

selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan 
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal 

anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk 
setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja 
perangkat daerah. 

21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 

(satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan 
kerja perangkat daerah atau masyarakat yang 

dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai 
sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. 

22. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 
1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai 

bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program 

dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber 

daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, 



 

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 

kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya 

tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran 
dalam bentuk barang/jasa. 

22. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan 
dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran 
yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. 

23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah  

Daerah  yang  melaksanakan urusan Pemerintahan daerah. 
       

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, 
semula berjumlah Rp. 2.433.455.608.342,00 (bertambah sejumlah  

Rp.23.222.934.200,00 sehingga menjadi Rp. 2.456.678.542.542,00 

dengan rincian sebagai berikut: 

 

1. Pendapatan daerah 
a. Semula 

b. Berkurang 

 
: 

: 

 
Rp. 

Rp. 

 
2.413.455.608.342,00 

(70.240.392.703,00) 

Jumlah pendapatan daerah 

setelah perubahan 

: Rp. 2.343.215.215.639,00 

2. Belanja daerah 

a. Semula 

b. Bertambah 

 

: 

: 

 

Rp. 

Rp. 

 

2.430.455.608.342,00 

21.722.934.200,00 

Jumlah belanja daerah 

setelah perubahan 

: Rp. 2.452.178.542.542,00 

3. Pembiayaan daerah 

a. Penerimaan pembiayaan 
1) Semula 

2) Bertambah 

 

 
: 

: 

 

 
Rp. 

Rp. 

 

 
20.000.000.000,00 

93.463.326.903,00 

Jumlah penerimaan 
pembiayaan daerah setelah 

perubahan 

: Rp. 113.463.326.903,00 

b. Pengeluaran pembiayaan 
1) Semula 

2) Bertambah 

 
: 

: 

 
Rp. 

Rp. 

 
3.000.000.000,00 

1.500.000.000,00 

Jumlah pengeluaran 

pembiayaan daerah 
setelah perubahan 

: Rp. 4.500.000.000,00 

Jumlah pembiayaan neto 

setelah perubahan 

: Rp. 108.963.326.903,00 

Sisa lebih pembiayaan 

anggaran setelah perubahan 

: Rp. 0,00 

 
Pasal 3 

 

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2, bersumber dari: 
 

a. Pendapatan asli daerah 
1) Semula 

2) Berkurang 

 
: 

: 

 
Rp. 

Rp. 

 
280.046.453.121,00 

(2.065.986.635,00) 

Jumlah pendapatan asli daerah 
setelah perubahan 

: Rp. 277.980.466.486,00 

b. Pendapatan transfer 

1) Semula 
2) Berkurang 

 

: 
: 

 

Rp. 
Rp. 

 

2.133.409.155.221,00 
(68.174.406.068,00) 



 

Jumlah pendapatan transfer 

setelah perubahan 

: Rp. 2.065.234.749.153,00 

 
Pasal 4 

 

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf a, bersumber dari: 

a. Pajak daerah 

1) Semula 

2) Bertambah 

 

: 

: 

 

Rp. 

Rp. 

 

152.870.000.000,00 

0,00 

Jumlah pajak daerah 

setelah perubahan 

: Rp. 152.870.000.000,00 

b. Retribusi daerah 
1) Semula 

2) Berkurang 

 
: 

: 

 
Rp. 

Rp. 

 
110.201.453.121,00 

(315.900.000,00) 

Jumlah retribusi daerah 

setelah perubahan 

: Rp. 109.885.553.121,00 

c. Hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

1) Semula 
2) Berkurang 

 

 

: 
: 

 

 

Rp. 
Rp. 

 

 

6.500.000.000,00 
(3.295.086.635,00) 

Jumlah hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang di 

pisahkan setelah 
perubahan 

: Rp. 3.204.913.365,00 

d. Lain-lain PAD yang sah 

a. Semula 
b. Bertambah 

 

: 
: 

 

Rp. 
Rp. 

 

10.475.000.000,00 
1.545.000.000,00 

Jumlah lain-lain 
pendapatan asli daerah 

yang sah setelah perubahan 

: Rp. 12.020.000.000,00 

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf b, bersumber dari: 

a. Transfer pemerintah pusat 
1) Semula 

2) Berkurang 

 
: 

: 

 
Rp. 

Rp. 

 
2.013.269.889.000,00 

(65.196.881.000,00) 

Jumlah transfer pemerintah 

pusat setelah perubahan 

: Rp. 1.948.073.008.000,00 

b. Transfer antar daerah 

1) Semula 

2) Berkurang 

 

: 

: 

 

Rp. 

Rp. 

 

120.139.266.221,00 

(2.977.525.068,00) 

Jumlah transfer antar 

daerah setelah perubahan 

: Rp. 117.161.741.153,00 

 

Pasal 5 
  

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

terdiri atas:  

a. Belanja operasi 

1) Semula 

2) Berkurang 

 

: 

: 

 

Rp. 

Rp. 

 

1.711.473.041.675,70 

(30.665.762.675,58) 

Jumlah belanja operasi setelah 

perubahan 

: Rp. 1.680.807.279.000,12 

b. Belanja modal 
1) Semula 

2) Bertambah 

 
: 

: 

 
Rp. 

Rp. 

 
235.980.805.360,30 

53.965.520.310,58 



 

Jumlah belanja modal setelah 

perubahan 

 

: Rp. 289.946.325.670,88 

c. Belanja tidak terduga 

1) Semula 

2) Berkurang 

 

: 

: 

 

Rp. 

Rp. 

 

34.463.881.406,00 

(27.093.358.174,00) 

Jumlah belanja tidak terduga 
setelah perubahan 

: Rp. 7.370.523.232,00 

d. Belanja transfer 

1) Semula 
2) Bertambah 

 

: 
: 

 

Rp. 
Rp. 

 

448.537.879.900,00 
25.516.534.739,00 

Jumlah belanja transfer setelah 

perubahan 

: Rp. 474.054.414.639,00 

 
Pasal 6 

 

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, 

terdiri atas: 

a. Belanja pegawai 

1) Semula 
2) Berkurang 

 

: 
: 

 

Rp. 
Rp. 

 

1.022.456.922.613,00 
(78.021.209.423,07) 

 Jumlah belanja pegawai 

setelah perubahan 

: Rp. 944.435.713.189,93 

b.  Belanja barang dan jasa 
1) Semula 

2) Berkurang 

 
: 

: 

 
Rp. 

Rp. 

 
534.009.010.184,02 

(22.421.555.471,43) 

 Jumlah belanja barang 
dan jasa setelah 

perubahan 

: Rp. 511.587.454.712,59 

c.  Belanja hibah 
1) Semula 

2) Bertambah 

 
: 

: 

 
Rp. 

Rp. 

 
153.755.487.878,68 

66.672.327.218,92 

 Jumlah belanja hibah 

setelah perubahan 

: Rp. 220.427.815.097,60 

d.  Belanja bantuan sosial 

1) Semula 

2) Bertambah 

 

: 

: 

 

Rp. 

Rp. 

 

1.251.621.000,00 

3.104.675.000,00 

 Jumlah belanja bantuan 

sosial setelah perubahan 

: Rp. 4.356.296.000,00 

 

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, 
terdiri atas: 

 

a. Belanja modal tanah 

1) Semula 

2) Bertambah 

 

: 

: 

 

Rp. 

Rp. 

 

2.199.400.000,00 

  0,00 

 Jumlah belanja modal 

tanah setelah perubahan 

: Rp. 2.199.400.000,00 

b. Belanja modal peralatan 
dan mesin 

1) Semula 

2) Bertambah 

 
 

: 

: 

 
 

Rp. 

Rp. 

 
 

44.455.760.463,86 

7.102.393.570,58 

 Jumlah belanja modal 
peralatan dan mesin 

setelah perubahan 

: Rp. 51.558.154.034,44 

c. Belanja modal gedung dan 
bangunan 

1) Semula 

2) Bertambah 

 
 

: 

: 

 
 

Rp. 

Rp. 

 
 

59.841.655.328,70 

27.637.743.352,17 



 

 Jumlah belanja modal 

gedung dan bangunan 

setelah perubahan 

: Rp. 87.479.398.680,87 

d. Belanja modal jalan, 

jaringan, dan irigasi 

1) Semula 

2) Bertambah 

 

 

: 

: 

 

 

Rp. 

Rp. 

 

 

114.051.908.207,74 

19.242.894.747,83 

 Jumlah belanja modal 

jalan, jaringan, dan irigasi 

setelah perubahan 

: Rp. 133.294.802.955,57 

e. Belanja modal aset tetap 

lainnya 

1) Semula 
2) Berkurang 

 

 

: 
: 

 

 

Rp. 
Rp. 

 

 

15.432.081.360,00 
(17.511.360,00) 

 Jumlah belanja modal aset 

tetap lainnya setelah 

perubahan 

: Rp. 15.414.570.000,00 

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: 

a.  Belanja tidak terduga  
1)  Semula 

2) Berkurang 

 
: 

: 

 
Rp. 

Rp. 

 
34.463.881.406,00 

(27.093.358.174,00) 

Jumlah belanja tidak 

terduga setelah 
perubahan 

: Rp. 7.370.523.232,00 

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, 

terdiri atas: 

a.  Belanja bagi hasil 

1) Semula 

2) Bertambah 

 

: 

: 

 

Rp. 

Rp. 

 

15.849.630.000,00 

12.299.348.639,00 

 Jumlah belanja bagi hasil 

setelah perubahan 

: Rp. 28.148.978.639,00 

b. Belanja bantuan keuangan 

1) Semula 
2) Bertambah 

 

: 
: 

 

Rp. 
Rp. 

 

432.688.249.900,00 
13.217.186.100,00 

 Jumlah belanja bantuan 

keuangan setelah 
perubahan 

: Rp. 445.905.436.000,00 

 

Pasal 7 
 

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2, terdiri atas: 

a. Penerimaan pembiayaan 
1) Semula 

2) Bertambah 

 
: 

: 

 
Rp. 

Rp. 

 
20.000.000.000,00 

93.463.326.903,00 

Jumlah penerimaan pembiayaan 
setelah perubahan 

: Rp. 113.463.326.903,00 

b. Pengeluaran pembiayaan 

1) Semula 
2) Bertambah 

 

: 
: 

 

Rp. 
Rp. 

 

3.000.000.000,00 
1.500.000.000,00 

Jumlah pengeluaran 

pembiayaan setelah perubahan 

: Rp. 4.500.000.000,00 

 
 

 

 



 

 

 

 
Pasal 8 

 

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun 

sebelumnya, yaitu: 
 

a. Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun Sebelumnya 

1) Semula 
2) Bertambah 

 

 

: 
: 

 

 

Rp. 
Rp. 

 

 

20.000.000.000,00 
93.463.326.903,00 

Jumlah sisa lebih 

perhitungan anggaran tahun 
sebelumnya setelah 

perubahan 

: Rp. 113.463.326.903,00 

 

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf b terdiri atas penyertaan modal daerah, yaitu: 
 

a.  Penyertaan Modal Daerah 

1) Semula 

2) Bertambah 

 

: 

: 

 

Rp. 

Rp. 

 

3.000.000.000,00 

1.500.000.000,00 

Jumlah penyertaan modal 

daerah setelah perubahan 

: Rp. 4.500.000.000,00 

 
Pasal 9 

 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan 

Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan 
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau 

pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan 

daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2025. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
a.  bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau 

kejadian luar biasa;  

b.  pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau  
c.  kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu 

kegiatan pelayanan publik.  

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi:  
a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar 

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun 

anggaran berjalan;  
b.  belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang 

bersifat wajib;  

c.  pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah 
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta 

amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau  

d.  pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah 

Daerah dan/atau masyarakat.  

 

Pasal 10 
 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam 



 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini terdiri dari:  

1. Lampiran I  : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi 
Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, 

Belanja, dan Pembiayaan;  

2.  Lampiran II      : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi 
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi;    

3.  Lampiran III   : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Subkegiatan, Akun, Kelompok, Jenis 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;  

4. Lampiran IV  : Rekapitulasi Perubahan Belanja dan 
Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan 

Subkegiatan beserta Indikator dan Target 
Kinerjanya;  

5.  Lampiran V      : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam 

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;    

6.  Lampiran VI   : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk 

Pemenuhan SPM;  

7.  Lampiran VII  : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan 

Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 

2025;  

8.  Lampiran VIII  : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan 

Subkegiatan pada RKPD dan PPAS dengan 

Rancangan Perubahan APBD;     

9.  Lampiran IX  : Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan 

Prioritas Nasional dengan Program Prioritas 

Daerah;  

10. Lampiran X  : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 

Jabatan;  

11. Lampiran XI  : Daftar Piutang Daerah;  

12. Lampiran XII  : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi 
Daerah Lainnya;  

13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-
Lain; 

14. Lampiran XIV  : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years); 

15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; 

16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah; 

17. Lampiran XVII : Keputusan Kepala Daerah Mengenai Target 

Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 

 

Pasal 11 

 



 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.  
 

 

 
Pasal 12 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Lampung Timur.   
 

 

 
Ditetapkan di Sukadana 

pada tanggal  4  September 2025 

 
BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

 

ttd 

 
 

ELA SITI NURYAMAH 

 
Diundangkan di Sukadana 

pada tanggal 8  September 2025 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, 

 
ttd 

 

 

RUSTAM EFFENDI 
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Salinan Sesuai dengan Aslinya 

  Kepala Bagian Hukum, 

ttd 

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M 

 Pembina Tk.I / IV.b  

    NIP. 19780516 200312 2 006  



 

 

 

 
 

 

 
 

PENJELASAN 

ATAS 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

NOMOR         TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

I. UMUM 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan 

salah satu pengejawantahan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 

177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Bupati wajib mengajukan rancangan peraturan daerah tentang 

perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah disertai dengan penjelasan 

dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 

memperoleh persetujuan bersama.  

 

Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun 

Anggaran 2025 didasarkan prinsip sebagai berikut:  

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;  

2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi;  

3.  Berpedoman pada Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan PPAS;  

4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan;  

5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, 

manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan  

6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan 

penerimaan dan pengeluaran daerah. 

 

Penyusunan Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Lampung Timur 

Tahun Anggaran 2025 telah menyesuaikan ketentuan mengenai penyusunan 

klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dilakukan dengan memadukan seluruh 

proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta 

pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk 

menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan 

daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. 

 



 

 

Struktur Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 merupakan 

satu kesatuan yang termuat dalam Batang Tubuh Peraturan Daerah ini terdiri 

dari:  

a. Pendapatan daerah;  

b. Belanja daerah; dan  

c. Pembiayaan daerah. 

 

Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 

merupakan menifestasi dari kewenangan Pemerintah Daerah yang bertujuan 

dalam rangka menyusun produk hukum daerah sesuai peraturan 

perundangundangan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

 Ayat (1) 

 Yang dimaksud dengan “keadaan darurat termasuk keperluan 

mendesak” adalah kejadian tidak normal yang terjadi secara tiba-

tiba dan tidak terduga, yang menimbulkan ancaman langsung 

terhadap kehidupan, kesehatan, harta benda, atau lingkungan, 

dan membutuhkan tindakan segera untuk mencegah atau 

mengurangi dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

 



 

 

Pasal 10 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

 Cukup jelas. 
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